
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI,AUAN RIAU

PERA.TURAN BUPAT.I NATUNA

NOMOR 19 TAHUN 2Dra

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT -I]UHAN -YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI I\iATUi\iA,

bahwa <iaiam rangka peningkatan icuaiitas

pengelolaan keuangan daerah agar dapat dikelola

secara iebih tertib, taat pada peratura.n perunciang-

undangan, efisien. ekonomis, efektif, transparan.

cian bertanggung jawab ciengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat;

bahwa sesuai dengan Pasal 188 Peraturan Menteri

Daiam Negeri Nomor i3 -l'ahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang karena

konciisi geografisnya suiit dijangkau dengan

komunikasi dan transportasi sehingga melebihi

batas wakttr penyetoran sebagaimana <iimaksuci

dalam Pasal 187 ayat (21 ditetapkan dalam

Peraturan Kepaia Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana,

ciimaksuci ciaiam hurui a, cian huruf b perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Penyetoran Retribusi Daerah Ke Rekening Kas

Umum Daerah Kabupaten Natrrna.

b.

c.



.T'-=

ivlengirrgai : 1. Undang-Unclang Nomor 53 Tahun 1999 tenlang

Pembentukan Kabupaten Pelalan.ran, Kabupaten

B-oka-n Hr-rlr:, Ka-br-rpa-t-e-.n B-okan Hilir, Ka-br:-pa-t-en

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
,'^tr----^3^- ti.-^-a^- <t.'---'---' J^- 

',r^t^ 
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(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor i8i 'Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah

beberapa kaii terakhir <iengan Undang-Unciang

Nomor 34 tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2OO4 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39681:

Undang-Undang Nomor 25 'Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Repubiik Incionesia Tahun 2OO2 Nomor iii,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 42371:

Unciang-Undang Nomor tT 'T'ahun 20Og tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, -Iambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.1:

Undang-Undang Nomor i 'Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara flrmbaran Negara Republik

Indonesia 'Tbhun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Unciang-Undang Nomor 28 'Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Repubiik In<ionesia'Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perunciang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2All
Nomor 82, 'f'ambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Unciang-Unciang Nomor 23 Tahun '2OL4 tentang'

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2844, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

seiiagaimana leiah tiiutiah betrerapakali ierakiiir

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

t-e-.nta-ng Pe*.n:lba-ha:r Ke.dr-r-a- At-a-s l-Inds-ng-I-Ind-a-ng

Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
n^^-^t- /r ^-1-^-^-- rr^-^-^ n^-.-t-t.'t- r.-.'^..^-.'^ ,F^r----
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Incionesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140,

T'ambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 7 7 Tahun 20 i0
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara Repubiik Incionesia Tahun 2OLO Nomor i213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.

terakhir <iengan Peraturan Menteri Daiam Negeri

Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor rg

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Repubiik Incionesia

Tahun 20ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Pen5rusunan l,aporan Pertanggungiawaban

Bendahara Serta Pen-vampaiannya;

L2. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor {32 Tahun

201,1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

lJanttran Sosiai yang bersumber ciari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Repubiik lncionesia '-llahun zOLL Nomor 450)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Daiam Negeri Nomor 14'f'ahun 2016 tentang

9.

10.
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Tr^--1^^l^^^ 17^)--^ ra^-^L--^- lit^-.^--: h^l^- r,riErUD8.r-i6.r-i il'eClUa HeraEUran ivlenEert lJalam i\egeri

Nomor 32 Tahr:n 2OLl {Berita Negara Republik

IndonesiaTahren 2016 Nornor 5a1!;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tr^L..- />rrl 1 C +^a+^a.- D^l-^l- -^1-^1- fD^--^t^t^^-rA.rl(IIl Z\J L\) L\-IrLcLLJ.Er r \/AVA-}./\/A1JA I \,rIErtyl,tJIa.6LrI

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna'Tahun 2Oi3 Nomor 6i;

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2Ol4

tentang Sistem dan Proseciur Pengeioiaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2Oi4 Nomor 5s) sebagaimana teiah ciiubah ciengan

Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna

53 Tahun 2Ol4 tentang Sistem dan prosedur

Pengeioiaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2Ol7 Nomor 34).

MEMUTUSI(AIII:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEIfYETORAI\i PENDAPATAI\I ASLI DAERAH KE

REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA.

nln,Ifttrt t
IZEr4lEltftFf TArf,f f Thf,llllfl\.U/ I .UrI I I \,, r1l I L., tvl t.,, lYl

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang <iimaksud ciengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah aciaiah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah Kabupaten Natuna;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

Keuangan Daerah adaiah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

daerah yang <iapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk keka"vaan yang

berhubungan ciengan hak cian kewajiban ciaerah

tersebut.

t6
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Anggaran Penclapalan dan Belar{a Daerahn

selanjutnya disebut APBD adalah relrrcana keuangan

tahr-rnan da-e-.rah yarlg dibahas d-a-n

ciisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
n^---^- n^---^t-.'f^- D^t--^d n^^-^L J^- S:a^z^-a-^-^

dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengeiola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan

kerja pengelola keuangan Daerah yang seianjutnya

disebut dengan kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah cian bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.

Sattran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah seiaku Pengguna Anggaran.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah -vang
selanjutnya disingkat SKPKD aciaiah Perangkat

Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

Anggaran, yang melaksanakan pengeioiaan

keuangan daerah.

Pengguna Anggaran aciaiah pejabat pemegang

kewenan ganpen ggunaa.n anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok <ian tungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-

SI(PD aciaiah pejabat yang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada Satrran Kerja Perangkat

Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fr.rngsional

yang ciifunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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memtrrcrlanggungiawabkan uang pendapai-an daerah

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan

<lan Be.lania f)ae.rah nada Satrran Ke.ria Pe.ranokat------J-- --- r------ ----J-- - ------O-----

Daerah.
D-.-.'^L^-^ n^-^-'-^^- n^-l^^-3-- ^ .J^t^1- n^-'^1-^3DgrrqilJril.ril, rcrlclllllitir,rl rcrlrLrir.rrLLt il,Ltir.rir.ll rcJir.uaL

Fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungiarvabkan ua.ng pendapatan daerah

ciaiam rangka peiaksanaan Anggaran Penciapatan

dan Belanja Daerah pada unit ke{a Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening

tempat penyimpana.n uang claerah yang ditentukan

oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan

Daerah <ian membayar seiuruh pengeiuaran <iaerah

pada bank -vang ditetapkan

Rekening Penerimaan aciaiah Rekening grro

Pemerintah Daerah pada bank umum/Kantor Pos

yang <iipergunakan untuk menampung uang

Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Penciapatan dan Beianja Daerah termasuk

didalamn"va rekening bendahara penerimaan

pembantu.

Pemungut atau Juru Pungut adalah orang yang

melakukan pemungutan terhaciap Retribusi Daerah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas

Daerah.

18. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah

Daerah yang ciiaicui sebagai penambah niiai

kekayaan bersih.

14.

15.

t6.

17.

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

KABAG HUKUM

KASUBBAG l<l



PARAF KOORDINASI

ASSISTEN .,
KABAG HUKUM

KASUBBAG

^

-'t -

19. Retritiusi Daerah a<iaiah pungutan daerah setiagai

pembayaran atas jasa atau pemberian tzin tertentu

ya$g khr-r-sr*r-s d-ise-.d-ia-ka-n da-n/ata-r-r- dib,e-.rrkasr oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
^4^-- L.^ ..l^-ir'"La-tl L,lc-(tid-Lr.

BAB II
Ri.iANG LINGKUP

Pasai'2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

penerimaan Penciapatan asii Daerah yang bersumber ciari

Retribusi Daerah.

BAB iii
TATA CARA PEI{YETORAN

Pasai 3

(1) Semua Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam

rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah

dikelola oleh SKPKD.

{21 Semua Penerimaan Penciapatan Asli Daerah hanrs

disetor ke Rekening Kas Umun Daerah dan / atau

Rekening Penerimaan Daerah.

(3) Setiap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

sebagaimana dimaksuci pacia ayat (2i harus

didukung dengan bukti vang lengkap dan sah.

l4i Penerimaan Penciapatan Asli Daerah hanrs disetor

sebagaimana di maksud pada ayat 12! Dikecualikan

Penerimaan yang teiah ciitetapkan cialam Bacian

Layanan Umum Daerah.

Pasai 4

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana

ciimaksuci daiam Pasai 3 ayat (2i diiakukan dengan cara :

a. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dipungut

oieh Pemungut atau Juru Pungut dapat disetor'

langsung ke rekening Kas Daerah pada Bank Riau

Kepri Cabang Ranai <ianlatau meiaiui Keciai Bank

Riau.



b. Seliap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang

Ailzelnlq nlph niha1g lzeticr.q rlicefnr 7za r.clze-ainrr tr{qe

Dae.ra-h darr br-r-kti set-ora$ d-ise-.ra-hkas kepad-a-

Bendahara Penerima,

Pasai 5

SKPD yang memungut Retribusi Daerah wajib

mengintensifkan pemungutan pendapatan yang

menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

SKPD yang mempunyai tugas memungut <ian i atau

menerima Retribusi Daerah wajib melaksanakan

pemungutan darrl atau penerimaa.n berciasarkan

ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan.

Pasai 6

(U SKPD dilarang menggunakan langsung penerimaan

Penciapatan Asii Daerah yang ciiterimanya untuk

membiayai pengeluaran.

y21 SKPD ciiiarang melai<ukan pungutan Penciapatan

Asli Daerah selain dari yang ditetapkan dalam

Peratrrran Daerah.

BAB iV

PENERIMAAN DAN PET\TYETORAN

Pasal 7

PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verilikasi

harian penerimaan Penciapatan Asli Daerah.

Pasal 8

(U Bendahara penerimaan pada SKPD bertugas untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan. dan mempertanggungiawabkan

penerimaan ciaiam rangka pelaksanaan APBD pacia

SKPD.

(2) Benciahara penerimaan pembantu pada SKPD

mempunyai tugas menerima, menyimpan dan

(1)

(2i
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I

menyetor penerimaan PenclapaLan Asli Daerah pada

rrnit lreria SI{PD

(3-I Be-ncl-ahasa Penerima-an d-asr Bendahasa rre-ne-.rima-asr1-' -- f --

pembantu sebagaimana ciimaksuci pada ayat, (ii
.'^.. ^--^4 l-l L ^..--^3^.. ^^t----l- ---oar-r ay-aE [Z, narus meii]EEor S€itii-rir-r ilang yaiig

diterimanya ke rekening kas umum Daerah da:irl

rekening Penerimaan Daerah pacia Bank Riau Kepri

Cabang Ranai dan/atau melalui Kedai Bank Riau

Kepri.

Pasai 9

(1) Pemungut atau Juru Pungut Pendapatan Asli

Daerah mempunyai tugas memungut, menyimpan

dan menyetor Pendapatan Asli Daerah.

(2j Pemungut atau .iuru Pungut Penciapatan asii

Daerah harus menyetor seluruh uang hasil

pungutannya ke Benciahara Penerimaan atau ke

Rekening Kas Umum Daerah danl Rekening

Penerimaan Daerah meiaiui Bank Riau Kepri Cabang

Ranai /kedai Bank Riau Kepri disetiap kecamatan.

(3) Dalam hal penyetorErn diiakukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (.21, Pemungut atau Jurr
Pungut Penciapatan asii Daerah mengirim seiur,.rh

bukti penerimaan dan bukti Slip Penyetoran ke

ben<iahara penerimaan SKPD.

(4) Dalam hal Pemungut atau Juru Pungut

menyetorkan pungutan Retribusi secara iangsung ke

Bendahara Penerimaan SKPD harus menggunakan
'T'ancia Bukti Pembayaran.

(5) Berdasarkan bukti penerimaan sebagaimana

ciimaksuci pada ayat (ui bendahara penerimaan

menatausahakan bukti tersebut dan mencatat ke

dalam buku penerimaan cian penyetoran benciahara

penerimaan sebagai penerimaan pendapataan yang

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN a

KABAG HUKUM
(
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(1)

(2i

(3)

-lo-

BAB V

TA.TA CARA PENYETORAN

Pasai i0
Penvetoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke

rekening Operasionai Penciapatan yang ciibuka BUD

dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Surat Tancia Setoran sebagaimana <iimaksuci pacia

ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh PPK

- SKPD.

Surat Tanda Setoran beserta lampirannya setelah

<iitancia tangani pihak Bank, lembar i dan iembar 3

masing-masing disampaikan kepada Perangkat

Daerah yang membidangi Pajak dan Retribusi

Daerah.

BAB V-i

WA}GU PET{YETORAN

Pasai ii
Bendahara penerimaan SKPD menyetor seluruh

penerimaan Pendapatan Asii Daerah ke rekening kas

umum daerah danl rekening Penerimaan Daerah pating

iama i ( Satu ) hari kerja terhitung sejak uang kas

tersebut diterima paling lambat pulml 15.00 WIB.

Pasai i2
Bendahara penerimaan pembantu yang

berkeciuciukan di Kecamatan Bunguran Timur,

Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan

Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Seiatan

menyetor seluruh penerimaan uang kas yang

diterimanya ke rekening kas umum daerah

dan/rekening Penerimaan Daerah paling lama 1

(Satu) hari kerja terhitung sejak uang kas

tersebut diterima paling lambat pukul 15.00 rilflB.

Dikecuaiikan dari batas wakttr penyetoran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang

hasii pungutan retribusi setelah pukul 15.00 WiB

(u



(3\
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B,e_.nda_hasa_ pe_.llerima_an pembantr_r_ yagrg

irerkeduciukan ciiluar Kecamatan Bunguran Timur,
lr^^^*^.^- D------^- 4-'---- t ^--3 ,U^^^-^a^^Aguir.lllir.Litlt DLurE,urar.rr lullur Lir,t,l'L, l}.cuir.lr.liLL-ul

Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan

ciapat menyetor seluruh penerimaan Uang Kas yang

diterimanya ke rekening kas umum daerah melebihi
-batas waktu sebagaimana dimaksud pacia ayat (1)

paling lama 3 (tiga) sebelum hari kerja terakhir

buian yang bersangicutan.

Hari kerja terakhir sebagaimana dimaksud pada

ayat i3) a<ialah hari kerja yang <iiberiai<ukan

Pemerintah Daerah, dan apabila hari kerja terakhir

aciaiah hari iibur maka penyetoran ciilakukan i
(satu) hari sebelumnya.

Pasai i3
Pemungut atau Jum Ptrngrt Pendapatan AsIi

Daerah yang bertugas di Kecamatan Bunguran

Timur, Kecamatan Bunguran Timur [,aut,

Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran

Selatan menlretor seluruh uang hasil pungutan

retribusi ke Bendahara penerimaan SKPD paling

lama 1 (satu) hari kerja pada pukul 14.00 WIB.

Dikecuaiii<an dari baia.s waktu penyetoran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang

hasii pungutan Retribusi seteiah pukul 14.00 WiB

dan hari-hari libur disetor pada hari kerja

berikutnya.

Pemungut atau Juru Pungut Pendapatan Asli

Daerah yang bertugas diiuar Kecamatan Bunguran

Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut,

Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran

Selatan dapat menyetor seluruh penerimaan uang

kas yang diterimanya ke rekening kas umum daerah

melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada

(4)

(r)

(2t

(3)
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r ,t\ t: I A at' \ t t iayat lrJ pairng rama J lltga, seDelum nan KerJa

terakhir bulan yang bersangk^utan.

BAB Vii

PENATAU SAHAAN PENERI MAAN

Pasai i4
Bendahara penerimaan wajib men-velenggarakan

penatausahaan terhaciap seiuruh penerimaan <ian

penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung

jawabnya.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada aSrat

(i) bentuk cian tata pengisian ad.ministrasinya sesuai

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib

mempertanggungiawabkan secara aciministratii atas

pengelolaan uang -vang menjadi tanggung jawabnya

ciengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa

pengguna anggara.n melaiui PPK-SKPD paiing

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Benciahara penerimaan pacia SKPD wajib

mempertanggunglawabkan secara fungsional atas

pengeioiaan u€rng yang menja<ii tanggung jawabnya

dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban

penerimaan kepacia PPKD seiai<u BUD, paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Format iaporan pertanggungiawaban benciahara

penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

cian ayat (a) sesuai yang ciitetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan.

(U Bendahara

Pasai 15

penerimaan pembantu wajib

menyelenggarakan penatausahaan terhaciap

seluruh penerimaan dan pen5retoran atas

penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(1)

t2.l

(3)

i4i

(s)

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

KABAG HUKUM /
KASUBBAG i(



,,7

{2) Penatausahaan setiagrrimana dimaksutl pada ayat

(1) bentuk dan tata casa pengisiannya sesuai yang

cl-it-e-.t-a-eka:rd-ala-mPe.ratr-r-ranPe.runda-ng-rmdassan.----- ---r--- ------*---o ----------o---'

(3) Bendahara penerimaan pembantu wajib
^.:t-^- ,^-^-^- 

-^-3^.. -'^---^1-^-^urcrryaurPir.lrl,iril raPurir.rl Pcr urJrEE,LurBjir.wir.uarr

penerimaan kepada bendahara penerimaan pada

SKPD paiing iambat tanggai 5 buian berii<utnya.

(4) Bendahara penenmaan pembanflr

mempertanggung jawabkan bukti penerimaan cian

bukti pen5retoran dari seluruh uang kas yang

ciiterimanya kepacia benciahara penerimaan pacia

SKPD.

BAB ViiI

KETENTUAN PENUTUP

Pasai i6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

<iiunciangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahican

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
*aaat,. ,4-1** El-".i#- Dao-l'

PvrrvurPq!{uurJ q u(!4rl pvr llg u4vl ult

,olB

h

n.:,,* .J--.-r-^- A: D^-^-'l.rr rJ,rlLaa2.rlSAa.rr r.rl r\cr-rl.a2-i

pada tanggal, & DegernbAf Aota

t ---.-- - -- I
y' sEKlurARrs "":*"[

BERI'TA DAERAH IGBUPATEN NATUNA TAHUN 2Oi8 NOMOR BO

Di_tetapkan di Ranai

tangal, po tcagaffv\bw

i\iATUN


